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SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR © TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

: a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat;

.bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian di

Kabupaten Jepara, maka perlu meninjau kembali Peraturan
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar untuk dilakukan penyesuaian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi
Pelayanan Pasar Rakyat;

. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun
2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah



(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor
7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun
2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor
13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan,
dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 17);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Jepara.

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas
tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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10.

11.

12.

13.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata,
dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, swasta, badan usaha milik negara, danf atau
badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los,
dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil
dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi
serta UMKM dengan proses jual beli Barang melalui
tawar-menawar. (disesuaikan)

Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar
tempat berjualan di pasar atau di tempat — tempat lain
yang diizinkan dan dapat dimanfaatkan atau
dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain
penunjang pasar.

Fasilitas Pasar rakyat adalah bangunan kios, Kios
dalam Los, Los dan/atau tempat jualan dan pelataran
dan/atau lahan kosong pasar yang dibangun oleh
Pemerintah Daerah.

Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau
tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas
permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi
dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat
berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau
jasa.

Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan
dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding
pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang di
pergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
Perdagangan melalui Sistem  Elektronik adalah
Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui
serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
(disesuaikan)

Retribusi Pelayanan pasar adalah pembayaran atas
penyediaan fasilitas pasar dan lingkungannya.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh
pemerintah Daerah untuk kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.



14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain
ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/ atau denda.

17. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi
penentuan besaran retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi
serta pengawasan penyetoran.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN
WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar

rakyat.

Pasal 3
(1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat yaitu
penyediaan fasilitas pasar rakyat yang meliputi:
a. pelataran;
b. los; dan
c. kios.
(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar rakyat yang
dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4
Subjek Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar rakyat.

Pasal 5
Wajib Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat adalah orang pribadi
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran



Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6
Retribusi Pelayanan Pelayanan Pasar Rakyat termasuk
golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 7
Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pasar Rakyat dihitung
berdasarkan:
a. luas;
b. jenis tempat;
c. jenis dagangan;
d. jangka waktu; dan
e. kelas dan/atau type.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat
ditetapkan dengan memperhatikan:

biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;

kemampuan masyarakat;

aspek keadilan; dan

aspek efektivitas pengendalian atas pelayanan

tersebut.

Qoo

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9
(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar
Rakyat ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri
atas penggunaan pelataran, halaman, lahan; los, kios, luas
lokasi, jenis dagangan, dan jangka waktu menempati dan
fasilitas lainnya.



(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk menentukan kelas atau type pasar rakyat yang
ditetapkan oleh Bupati.

(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan ekonomi.

(6) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10
Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat
berada di Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11
(1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat tidak dapat
diborongkan.
(2) Pengelolaan fasilitas tertentu dapat dikerjasamakan
berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.
(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau non
tunai oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan SSRD
atau kartu elektronik.

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam
buku penerimaan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap



(4)
(9)

(6)

bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan Surat Teguran.

Hasil penerimaan pembayaran retribusi disetorkan ke Kas
Daerah paling lama 1 x 24 jam.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14
Penagihan retribusi yang terutang dilakukan dengan
menggunakan STRD.
Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis.
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi yang
dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal
jatuh tempo pembayaran.
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah
dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang
terutang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 15
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan,
keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati

BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal 16
Hak wuntuk melakukan penagihan retribusi, menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Peringatan/Surat Teguran/Surat lain
yang sejenis; atau
b. ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan
oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.

(1)

(2)

(3)

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sehingga
merugikan keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3
(tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang bayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan Negara.

BAB XVI
PENYIDIKAN



Pasal 19
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan untuk
melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara 10 ), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Oktober 2021
BUPATI JEPARA
Cap ttd

DIAN KRISTIANDI



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,
Cap ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA
TENGAH:(6-232/2021)

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

WAFA ELVI SYAHIROH,SH.MH
NIP.19730508 199703 2 003




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR © TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM.

Perkembangan ekonomi yang semakin maju, dituntut adanya
pelayanan prima di berbagai bidang, termasuk pelayanan pasar rakyat
terkait kualitas pelayanan dilingkungan sekitarnya pasar. Untuk
meningkatkan pelayanan tersebut dibutuhkan pembiayaan sehingga
Pemerintah Kabupaten Jepara merespon keinginan masyarakat
pedagang tersebut, salah satu cara adalah dengan mengoptimalkan
pemanfaatan fasilitas pasar rakyat dapat digunakan oleh para pedagang
pasar dan pihak-pihak yang memanfaatkan lokasi pasar sebagai usaha
penjualan barang/jasa.

Dengan adanya peningkatan pelayanan, diharapkan masyarakat
pedagang tercipta keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi jual
beli, sehingga berdampak positif adanya keinginan masyarakat untuk
selalu berbelanja di Pasar rakyat yang pada umumnya terdiri dari
pedagang kecil dan menengah. Keamanan dan kenyamanan tersebut
akan mampu memicu dan memacu Pertumbuhan ekonomi yang
merupakan ujung tombak perekonomian nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah kabupaten Jepara
telah mengatur mengenai penetapan retribusi pelayanan pasar melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar, dan memandang perlu untuk itu mengatur kembali
kebijakan penetapan retribusi pelayanan pasar rakyat sesuai dengan
perkembangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
ayat (1)
Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan
kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama
dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain
pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi,
atau menghimpun data objek retribusi dan subyek retribusi.
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi, pengawasan,
penyetoran retribusi dan penagihan retribusi
ayat (2)
cukup jelas
ayat ( 3)
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa
kuitansi, karcis dan stiker.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.



Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
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